BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Puskesmas
2.1.1 Pengertian

Menurut Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.
128/MENKES/SK/I1/2004 tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat
menyatakan pengertian dari puskesmas adalah unit pelaksanaan teknis dinas
kesehatan kabupaten atau kota yang bertanggungjawab menyelenggarakan

pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja (Menkes RI, 2004).

2.1.2 Fungsi Puskesmas

Menurut Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.
128/MENKES/SK/11/2004 Tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat

menjabarkan fungsi-fungsi dari Puskesmas yaitu (Menkes RI, 2004) :

1. Pusat penggerak pembangunan berwawasan kesehatan.

Puskesmas berupaya untuk menggerakkan dan memantau
penyelenggaraan pembangunan lintas sektor termasuk oleh masyarakat
dan dunia usaha di wilayah kerjanya, sehingga berwawasan serta
mendukung pembangunan kesehatan. Di samping itu puskesmas aktif
memantau dan melaporkan dampak kesehatan dari penyelenggaraan

setiap program pembangunan di wilayah kerjanya.



2. Pusat pemberdayaan masyarakat

Puskesmas selalu berupaya agar perorangan terutama pemuka
masyarakat, keluarga, dan masyarakat termasuk dunia usaha memiliki
kesadaran, kemauan, dan kemampuan melayani diri sendiri dan
masyarakat untuk hidup sehat, berperan aktif dalam memperjuangkan
kepentingan kesehatan termasuk pembiayaannya, serta ikut menetapkan,
menyelenggarakan dan memantau pelaksanaan program kesehatan.
Pemberdayaan perorangan, keluarga  dan masyarakat  ini
diselenggarakan dengan memeperhatikan kondisi dan situas, khususnya

sosial budaya masyarakat setempat.

3. Pusat pelayanan kesehatan strata pertama

Puskesmas bertanggungjawab menyelenggarakan pelayanan
kesehatan tingkat pertama secara menyeluruh, terpadu dan
berkesinambungan. Pelayanan kesehatan tingkat pertama yang menjadi

tanggungjawab puskesmas meliputi :

a. Pelayanan Kesehatan Perorangan

Pelayanan kesehatan perorangan adalah pelayanan yang
bersifat pribadi dengan tujuan utama menyembuhkan penyakit dan
pemulihan kesehatan perorangan, tanpa mengabaikan pemeliharaan
kesehatan dan pencegahan penyakit. Pelayanan perorangan tersebut
adalah rawat jalan dan untuk puskesmas tertentu ditambah dengan

rawat inap.



b. Pelayanan Kesehatan Masyarakat

Pelayanan kesehatan masyarakat adalah pelayanan yang
bersifat publik dengan tujuan utama memelihara dan meningkatkan
kesehatan serta mencegah penyakit tanpa mengabaikan
penyembuha penyakit dan pemulihan kesehatan. Pelayanan
kesehatan masyarakat tersebut antara lain promosi kesehatan,
pemberantasan penyakit, penyehatan lingkungan, perbaikan gizi,
peningkatan kesehatan keluarga, keluarga berencana, kesehatan

jiwa serta berbagai progran kesehatan masyarakat lainnya.

2.1.3 Kedudukan Puskesmas

Sesuai Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.
128/MENKES/SK/I1/2004 tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat
menerangkan tentang kedudukan puskesmas dibedakan menurut keterkaitannya
dengan Sistem Kesehatan Nasional (SKN), Sistem Kesehatan Kabupaten atau

Kota dan Sistem Pemerintah Daerah (Menkes RI, 2004) :

1. Sistem Kesehatan Nasional

Kedudukan puskesms dalam Sistem Kesehatan Nasioanal adalah
sebagai sarana pelayanan kesehatan strata pertama yang
bertanggung jawab menyelenggarakan upaya kesehatan

perorangan dan upaya kesehatan masyarakat di wilayah kerjanya.



2. Sistem Kesehatan Kabupaten/Kota

Kedudukan puskesmas dalam Sistem Kesehatan Kabupaten atau
Kota adalah sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota yang bertanggungjawab menyelenggarakan
sebagian tugas pembangunan kesehatan kabupaten/kota di

wilayah kerjanya.

3. Sistem Pemerintah Daerah

Kedudukan puskesmas dalam Sistem Pemerintah Daerah adalah
sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten atau
Kota yang merupakan unit struktural Pemerintah Daerah

Kabupaten atau Kota bidang kesehatan di tingkat kecamatan.

4. Antar Sarana Pelayanan Kesehatan Strata Pertama

Di wilayah Kkerja puskesmas terdapat berbagai organisasi
pelayanan kesehatan strata pertama yang dkelola oleh lembaga
masyarakat dan swasta seperti praktek dokter, praktek dokter gigi,
praktek bidan, poliklinik dan balai kesehatan masyarakat.
Kedudukan puskesmas di antara berbagai saranan pelayanan
kesehatan strata pertama ini adalah sebagai mitra. Di wilayah
kerja puskesmas terdapat pula berbagai bentuk upaya kesehatan
berbasis dan bersumber daya masyarakat seperti posyandu,
polindes, pos obat desa dan pos UKK. Kedudukan puskesmas di
antara berbagai sarana pelayanan kesehatan berbasis dan

bersumberdaya masyarakat adalah sebagai pembina.
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2.2 Pelayanan Kefarmasian
2.2.1 Pengertian

Pelayanan kefarmasian merupakan suatu pelayanan langsung dan
bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi
dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kesehatan

pasien (Depkes, 2009).

Pelayanan kefarmasian adalah bentuk pelayanan dan tanggung jawab
langsung profesi apoteker dalam pekerjaan kefarmasian untuk meningkatkan
kualitas hidup pasien (Menkes RI, 2004). Menurut Permenkes Rl nomor 30 tahun
2014 tentang standar pelayanan kefarmasian di puskesmas, pelayanan
kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada
pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil
yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Pelayanan farmasi
berhubungan terhadap kegiatan yang menunjang pelayanan kesehatan yang
bermutu dan berorientasi kepada pelayanan farmasi klinik yang terjangkau bagi

semua lapisan masyarakat (Peraturan Pemerintah, 2009).

Pelayanan kefarmasian dalam hal memberikan perlindungan terhadap

pasien, berfungsi sebagai (Bahfen, 2006):

a. Menyediakan informasi tentang obat-obatan kepada tenaga kesehatan
lainnya, tujuan yang ingin dicapai mencakup mengidentifikasikan hasil
pengobatan dan tujuan akhir pengobatan, agar pengobatan dapat
diterima untuk terapi, agar diterapkan penggunaan secara rasional,
memantau efek samping obat, dan menentukan metode penggunaan

obat.
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Mendapatkan rekam medis untuk digunakan pemilihan obat yang tepat

Memantau penggunaan obat apakah efektif, tidak efektif, reaksi yang
berlawanan, keracunan dan jika perlu memberikan saran untuk

memaodifikasi pengobatan.

Menyediakan bimbingan dan konseling dalam rangka pendidikan kepada

pasien.

Menyediakan dan memelihara serta memfasilitasi pengujian pengobatan

bagi pasien penyakit kronis.

Berpartisipasi dalam pengelolaan obat-obatan untuk pelayanan gawat

darurat.

Pembinaan pelayanan informasi dan pendidikan bagi masyarakat.

Partisipasi dalam penilaian penggunaan obat dan audit kesehatan.

Menyediakan pendidikan mengenai obat-obatan untuk tenaga kesehatan.

2.2.2 Pelayanan Farmasi di Puskesmas

Standar Pelayanan Kefarmasian adalah tolok ukur yang dipergunakan

sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan

kefarmasian (Permenkes, 2014).

Pengaturan Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas bertujuan

untuk (Permenkes, 2014) :

Meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian;

Menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian; dan
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Melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan Obat yang tidak

rasional dalam rangka keselamatan pasien (patient safety).

Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas meliputi (Permenkes, 2014) :

a. Pengelolaan Obat dan Bahan Medis Habis Pakai

Pengelolaan obat dan bahan medis habis pakai merupakan salah
satu kegiatan pelayanan kefarmasian, yang dimulai dari satu kegiatan
perencanaan, permintaan, penerimaan, pemyimpanan, penditribusian,
pengendalian, pencatatan dan pelaporan serta pemantauan dan evaluasi.
Tujuannya adalah untuk menjamin kelangsungan etersediaan dan
keterjangkauan obat bahan medis habis pakai yang efisien, efektif dan
rasional, meningkatkan kompetensi’kemampuan tenaga kefarmasian,
mewujudkan system informasi manajemen dan melaksanakan

pengendalian mutu pelayanan.

Kepala ruang farmasi di puskesmas memepunyai tugas dan tanggung
jawab untuk menjamin terlaksananya pengelolaan obat dan bahan medis
pakai yang baik. Kegiatan pengelolaan Obat dan Bahan Medis Habis

Pakai meliputi:

1. Perencanaan kebutuhan Obat dan Bahan Medis Habis Pakai

Perencanaan merupakan proses kegiatan seleksi Obat dan
Bahan Medis Habis Pakai untuk menentukan jenis dan jumlah Obat

dalam rangka pemenuhan kebutuhan Puskesmas.
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Tujuan perencanaan adalah untuk mendapatkan :

a) Perkiraan jenis dan jumlah Obat dan Bahan Medis Habis Pakai

yang mendekati kebutuhan;

b) Meningkatkan penggunaan Obat secara rasional; dan

c) Meningkatkan efisiensi penggunaan Obat.

Perencanaan kebutuhan Obat dan Bahan Medis Habis Pakai
di Puskesmas setiap periode dilaksanakan oleh Ruang Farmasi

di Puskesmas.

Proses seleksi Obat dan Bahan Medis Habis Pakai dilakukan
dengan mempertimbangkan pola penyakit, pola konsumsi Obat periode
sebelumnya, data mutasi Obat, dan rencana pengembangan. Proses
seleksi Obat dan Bahan Medis Habis Pakai juga harus mengacu pada
Daftar Obat Esensial Nasional (DOEN) dan Formularium Nasional.
Proses seleksi ini harus melibatkan tenaga kesehatan yang ada di
Puskesmas seperti dokter, dokter gigi, bidan, dan perawat, serta

pengelola program yang berkaitan dengan pengobatan.

Proses perencanaan kebutuhan Obat per tahun dilakukan secara
berjenjang (bottom-up). Puskesmas diminta menyediakan data
pemakaian Obat dengan menggunakan Laporan Pemakaian dan Lembar

Permintaan Obat (LPLPO).

Selanjutnya Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota akan
melakukan kompilasi dan analisa terhadap kebutuhan Obat Puskesmas di

wilayah kerjanya, menyesuaikan pada anggaran yang tersedia dan
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memperhitungkan  waktu kekosongan Obat, buffer stock, serta

menghindari stok berlebih.

2. Permintaan Obat dan Bahan Medis Habis Pakai

Tujuan permintaan Obat dan Bahan Medis Habis Pakai
adalah memenuhi kebutuhan Obat dan Bahan Medis Habis Pakai
di Puskesmas, sesuai dengan perencanaan kebutuhan yang telah dibuat.
Permintaan diajukan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan

pemerintah daerah setempat.

3. Penerimaan Obat dan Bahan Medis Habis Pakai

Penerimaan Obat dan Bahan Medis Habis Pakai adalah suatu
kegiatan dalam menerima Obat dan Bahan Medis Habis Pakai dari
Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota sesuai dengan permintaan yang

telah diajukan.

Tujuannya adalah agar Obat yang diterima sesuai dengan
kebutuhan berdasarkan permintaan yang diajukan oleh Puskesmas.
Semua petugas yang terlibat dalam kegiatan pengelolaan bertanggung
jawab atas ketertiban penyimpanan, pemindahan, pemeliharaan dan
penggunaan Obat dan Bahan Medis Habis Pakai berikut kelengkapan

catatan yang menyertainya.

Petugas penerimaan waijib melakukan pengecekan terhadap Obat
dan Bahan Medis Habis Pakai yang diserahkan, mencakup jumlah

kemasan/peti, jenis dan jumlah Obat, bentuk Obat sesuai dengan isi
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dokumen (LPLPO), ditandatangani oleh petugas penerima, dan diketahui
oleh Kepala Puskesmas. Bila tidak memenuhi syarat, maka petugas
penerima dapat mengajukan keberatan. Masa kedaluwarsa minimal dari
Obat yang diterima disesuaikan dengan periode pengelolaan di

Puskesmas ditambah satu bulan.

4. Penyimpanan Obat dan Bahan Medis Habis Pakai

Penyimpanan Obat dan Bahan Medis Habis Pakai merupakan
suatu kegiatan pengaturan terhadap Obat yang diterima agar aman
(tidak hilang), terhindar dari kerusakan fisik maupun kimia dan

mutunya tetap terjamin, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.

Tujuannya adalah agar mutu obat yang tersedia di puskesmas dapat
dipertahankan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan. Penyimpanan
Obat dan Bahan Medis Habis Pakai dengan

mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

a) bentuk dan jenis sediaan;

b) stabilitas (suhu, cahaya, kelembaban);

c) mudah atau tidaknya meledak/terbakar; dan

d) narkotika dan psikotropika disimpan dalam lemari khusus.

5. Pendistribusian Obat dan Bahan Medis Habis Pakai

Pendistribusian Obat dan Bahan Medis Habis Pakai merupakan

kegiatan pengeluaran dan penyerahan Obat dan Bahan Medis Habis
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Pakai secara merata dan teratur untuk memenuhi kebutuhan sub

unit/satelit farmasi Puskesmas dan jaringannya.

Tujuannya  adalah untuk memenuhi kebutuhan Obat sub unit
pelayanan kesehatan yang ada di wilayah kerja Puskesmas dengan jenis,
mutu, jumlah dan waktu yang tepat. Sub-sub unit di Puskesmas dan

jaringannya antara lain :

a) Sub unit pelayanan kesehatan di dalam lingkungan Puskesmas;
b) Puskesmas Pembantu;
C) Puskesmas Keliling;

d) Posyandu

e) Pondok bersalin desa (Polindes)

Pendistribusian ke sub unit ruang rawat inap, UGD, dan lain-lain,
dilakukan dengan cara pemberian Obat secara floor stock, pemberian
Obat per sekali minum (dispensing dosis unit)  atau kombinasi,
sedangkan pendistribusian ke jaringan  Puskesmas dilakukan

dengan cara penyerahan Obat secara floor stock.

6. Pengendalian Obat dan Bahan Medis Habis Pakai

Pengendalian Obat dan Bahan Medis Habis Pakai adalah suatu
kegiatan untuk memastikan tercapainya sasaran yang diinginkan sesuai
dengan strategi dan program yang telah ditetapkan sehingga tidak
terjadi kelebihan dan kekurangan/kekosongan Obat di unit

pelayanan kesehatan dasar.
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Tujuannya adalah agar tidak terjadi kelebihan dan kekosongan Obat di

unit pelayanan kesehatan dasar. Pengendalian Obat terdiri dari :

a) Pengendalian persediaan;

b) Pengendalian penggunaan; dan

c) Penanganan Obat hilang, rusak, dan kadaluwarsa.

7. Pencatatan, pelaporan dan pengarsipan

Pencatatan, pelaporan, dan pengarsipan merupakan rangkaian
kegiatan dalam rangka penatalaksanaan Obat dan Bahan Medis Habis
Pakai secara tertib, baik Obat dan Bahan Medis Habis Pakai yang
diterima, disimpan, didistribusikan dan digunakan di Puskesmas atau
unit pelayanan lainnya. Tujuan pencatatan, pelaporan dan pengarsipan

adalah

a) Bukti bahwa pengelolaan Obat dan Bahan Medis Habis Pakai

telah dilakukan:;

b)  Sumber data untuk melakukan pengaturan dan pengendalian; dan

C) Sumber data untuk pembuatan laporan.

8. Pemantauan dan evaluasi pengelolaan Obat dan Bahan Medis

Habis Pakai

Pemantauan dan evaluasi pengelolaan Obat dan Bahan Medis

Habis Pakai dilakukan secara periodik dengan tujuan untuk:
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a) Mengendalikan dan menghindari terjadinya kesalahan dalam
pengelolaan Obat dan Bahan Medis Habis Pakai sehingga

dapat menjaga kualitas maupun pemerataan pelayanan;

b) Memperbaiki secara terus-menerus pengelolaan Obat dan

Bahan Medis Habis Pakai; dan

c) Memberikan penilaian terhadap capaian kinerja pengelolaan.
b. Pelayanan farmasi klinik
1) Pelayanan Resep

Resep adalah permintaan tertulis dari dokter, dokter gigi, dokter
hewan kepada apoteker untuk menyediakan dan menyerahkan obat bagi pasien
sesuai peraturan perundangan yang berlaku.Pelayanan resep adalah proses
kegiatan yang meliputi aspek teknis dan non teknis yang harus dikerjakan
mulai dari penerimaan resep, peracikan obat sampai dengan penyerahan obat

kepada pasien. Pelayanan resep dilakukan sebagai berikut :

a) Penerimaan Resep

Setelah menerima resep dari pasien, dilakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Pemeriksaan kelengkapan administratif resep, yaitu : nama dokter,
nomor surat izin praktek (SIP), alamat prakiek dokter, paraf dokter,
tanggal, penulisan resep, hama obat, jumlah obat, cara penggunaan,

nama pasien, umur pasien, dan jenis kelamin pasien.

2. Pemeriksaan kesesuaian farmasetik, yaitu bentuk sediaan, dosis,

potensi, stabilitas, cara dan lama penggunaan obat.



b)

19

Pertimbangkan klinik, seperti alergi, efek samping, interaksi

dan kesesuaian dosis.

Konsultasikan dengan dokter apabila ditemukan keraguan pada

resep atau obatnya tidak tersedia

Peracikan Obat

Setelah memeriksa resep, dilakukan hal-hal sebagai berikut :

1.

Pengambilan obat yang dibutuhkan pada rak penyimpanan
menggunakan alat, dengan memperhatikan nama obat, tanggal

kadaluwarsa dan keadaan fisik obat.

Peracikan obat dilakukan sesuai resep yang didapatkan, dengan

bahan obat yang sesuai resep dokter.

Pemberian etiket warna putih untuk obat dalam/oral dan etiket warna
biru untuk obat luar, serta menempelkan label “kocok dahulu” pada

sediaan obat dalam bentuk larutan.

Memasukkan obat ke dalam wadah yang sesuai dan terpisah untuk
obat yang berbeda untuk menjaga mutu obat dan penggunaan yang

salah.
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c) Penyerahan Obat

Setelah peracikan obat, dilakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Sebelum obat diserahkan kepada pasien harus dilakukan
pemeriksaan kembali mengenai penulisan nama pasien pada etiket,

cara penggunaan serta jenis dan jumlah obat.

2. Penyerahan obat kepada pasien hendaklah dilakukan dengan cara
yang baik dan sopan, mengingat pasien dalam kondisi tidak sehat

mungkin emosinya kurang stabil.

3. Memastikan bahwa yang menerima obat adalah pasien atau

keluarganya

4. Memberikan informasi cara penggunaan obat dan hal-hal lain
yang terkait dengan obat tersebut, antara lain manfaat obat, makanan
dan minuman yang harus dihindari, kemungkinan efek samping, cara

penyimpanan obat, dll.

2) Pelayanan Informasi Obat (PIO)

Pelayanan Informasi obat harus benar, jelas, mudah dimengerti, akurat,
tidak bias, etis, bijaksana dan terkini sangat diperlukan dalam upaya
penggunaan obat yang rasional oleh pasien. Sumber informasi obat adalah
Buku Farmakope Indonesia, Informasi Spesialite Obat Indonesia (ISO),
Informasi Obat Nasional Indonesia (IONI), Farmakologi dan Terapi, serta
buku-buku lainnya. Informasi obat juga dapat diperoleh dari setiap kemasan
atau brosur obat yang berisi : nama dagang obat jadi, komposisi, bobot, isi atau

jumlah tiap wadah, dosis pemakaian, cara pemakaian, khasiat atau kegunaan,
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kontra indikasi (bila ada), tanggal kadaluarsa, nomor ijin edar/nomor registrasi,

nomor kode produksi, nama dan alamat industri.

Informasi obat yang diperlukan pasien adalah :

3)

a)

Waktu penggunaan obat, misalnya berapa kali obat digunakan
dalam sehari, apakah di waktu pagi, siang, sore, atau malam.
Dalam hal ini termasuk apakah obat diminum sebelum atau

sesudah makan.

Lama penggunaan obat, apakah selama keluhan masih ada atau
harus dihabiskan meskipun sudah terasa sembuh. Obat
antibiotika  harus  dihabiskan  untuk mencegah timbulnya

resistensi.

Cara penggunaan obat yang benar akan menentukan

keberhasilan pengobatan.

Oleh karena itu pasien harus mendapat penjelasan mengenai
cara penggunaan obat yang benar terutama untuk sediaan farmasi
tertentu seperti obat oral obat tetes mata, salep mata, obat tetes
hidung, obat semprot hidung, tetes telinga, suppositoria  dan

krim/salep rektal dan tablet vagina.

Konseling dilakukan oleh petugas farmasi dengan memberi informasi

segala hal terkait obat yang bertujuan membantu pasien dalam mengatasi

masalah penggunaan obat sehingga pengobatan menjadi lebih rasional,

aman, efektif, dan efisien.
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4) Rondel/visite pasien (khusus Puskesmas rawat inap), dilakukan petugas
farmasi dan tenaga kesehatan lain untuk memantau perkembangan

proses kesembuhan pasien.

5) Pemantauan dan pelaporan efek samping obat bertujuan mencegah
dampak dari efek samping obat dan dapat mengatasi segera efek

samping obat.

6) Pemantauan terapi obat bertujuan untuk mengetahui efek terapi obat

yang diberikan dapat memberi kesembuhan pada pasien atau tidak.

7) Evaluasi penggunaan obat bertujuan untuk mengetahui penggunaan obat

apakah sesuai, dan mengetahui adanya interaksi obat.

Sebagai tindak lanjut terhadap pelayanan kefarmasian di Puskesmas
perlu dilakukan monitoring dan  evaluasi  kegiatan secara  berkala.
Monitoring merupakan kegiatan pemantauan terhadap pelayanan
kefarmasian dan evaluasi merupakan proses penilaian kinerja pelayanan

kefarmasian itu sendiri.

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan dengan memantau seluruh
kegiatan pelayanan kefarmasian mulai dari pelayanan resep sampai kepada
pelayanan informasi obat kepada pasien sehingga diperoleh gambaran mutu
pelayanan kefarmasian sebagai dasar perbaikan pelayanan kefarmasian di

Puskesmas selanjutnya.

Hal-hal yang perlu dimonitor dan dievaluasi dalam pelayanan kefarmasian

di Puskesmas, antara lain :

a. Sumber daya manusia (SDM)
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b. Pengelolaan sediaan farmasi (perencanaan, dasar perencanaan,

pengadaan, penerimaan dan distribusi)

Pelayanan farmasi  klinikk  (pemeriksaan  kelengkapan resep,
skrining resep, penyiapan sediaan, pengecekan hasil peracikan dan
penyerahan obat yang disertai informasinya serta pemantauan
pemakaian obat bagi penderita penyakit tertentu seperti TB, Malaria dan

Diare)

Mutu pelayanan (tingkat kepuasan konsumen)

Untuk mengukur kinerja pelayanan kefarmasian tersebut harus
ada indikator yang digunakan. Indikator yang dapat digunakan
dalam  mengukur tingkat keberhasilan pelayanan kefarmasian di

Puskesmas antara lain :

a. Tingkat kepuasan konsumen : dilakukan dengan survei berupa

angket melalui kotak saran atau wawancara langsung

b. Dimensi waktu : lama pelayanan diukur dengan waktu (yang telah

ditetapkan)

c. Prosedur tetap (Protap) Pelayanan Kefarmasian : untuk menjamin

mutu pelayanan sesuai standar yang telah ditetapkan

d. Daftar tilik pelayanan kefarmasian di Puskesmas
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2.3 Kepuasan

2.3.1 Pengertian Kepuasan

Mutu pelayanan merupakan suatu hal yang dapat mempengaruhi
kepuasan pelanggan, kepuasan sendiri merupakan suatu reaksi perasaan yang
dirasakan pelanggan terhadap suatu pelayanan yang diberikan baik pelayanan
jasa maupun barang. Pelanggan dalam hal ini. pasien akan merasa puas jika

mendapatkan pelayanan yang baik dan sesuai dengan harapan pasien.

Kepuasan adalah suatu keadaan dimana kebutuhan, keinginan dan
harapan pelanggan dapat dipenuhi melalui produk yang diberikan
(Haffizurrachman, 2004). Sedangkan menurut Kotler (2007) kepuasan adalah
perasaan senang atau kecewa yang muncul setelah membandingkan antara
persepsi terhadap kinerja atau hasil suatu produk atau jasa dan harapan-

harapan

Kepuasan pasien adalah tingkat perasaan seseorang setelah
membandingkan kinerja (atau hasil) yang dia rasakan dibanding dengan
harapannya (Kotler,2007). Menurut Gerson (2004)kepuasan pasien adalah
persepsi pasien bahwa harapannya telah terpenuhi atau terlampaui. Sedangkan
menurut Sabarguna (2004), kepuasan pasien merupakan nilai subyektif terhadap

kualitas pelayanan yang diberikan.

Kepuasan pasien dalam menilai mutu atau pelayanan yang baik,
merupakan pengukuran penting yang mendasar bagi mutu pelayanan. Hal ini

karena memberikan informasi terhadap suksesnya pemberi pelayanan bermutu
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dengan nilai dan harapan pasien yang mempunyai wewenang sendiri untuk

menetapkan standar mutu pelayanan yang dikehendaki (Hafizurrachman, 2004).

2.3.2 Faktor —faktor yang mempengaruhi kepuasan

Kepuasan tidak hanya dipengaruhi oleh faktor dari pihak pemberi
pelayanaan saja, tetapi juga dipengaruhi faktor dari luar maupun dari dalam diri
pasien. Faktor dari dalam mencakup sumber daya, pendidikan, pengetahuan
dan sikap. Faktor dari luar mencakup budaya, sosial ekonomi, keluarga dan

situasi yang dihadapi (Gerson, 2004).

Notoatmodijo (2003), berpendapat bahwa faktor-faktor dasar yang mempengaruhi

kepuasan yaitu :

1. Pengetahuan

Tingkat pengetahuan seseorang dapat mempengaruhi prilaku individu,
yang mana makin tinggi tingkat pengetahuan seseorang tentang kesehatan,

maka makin tinggi untuk berperan serta.

2. Kesadaran

Bila pengetahuan tidak dapat dipahami, maka dengan sendirinyatimbul

suatu kesadaran untuk berprilaku berpartisipasi

3. Sikap positif

Sikap merupakan reaksi atau respon seseorang yang masih tertutup
terhadap suatu stimulus atau objek. Sedangkan salah satu kompensasi dari
sikap yang positif adalah menerima (receiving), diartikan bahwa orang mau dan

memperhatikan stimulus yang diberikan.
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4. Sosial ekonomi

Pelayanan yang diberikan oleh perawat sesuai dengan biaya yang telah
dikeluarkan oleh pasien. Semakin tinggi biaya yang dikeluarkan oleh pasien

maka semakin baik pelayanan yang diberikan.

5. Sistem nilai

Sistem nilai seseorang pasien sangat mempengaruhi seseorang pasien

untuk mempersepsikan pelayanan kesehatan yang diberikan.

6. Pemahaman pasien tentang jenis pelayanan yang akan diterimanya

Tingkat pemahaman pasien terhadap tindakan yang diberikan akan

mempengaruhi tingkat kepuasan seseorang terhadap tindakan.

7. Empati yang ditujukan oleh pemberi pelayanan kesehatan

Sikap ini akan menyentuh emosi pasien. Faktor ini akan berpengaruh

terhadap tingkat kepatuhan pasien (compliance).

Adapun faktor karekteristik yang mempengaruhi kepuasan pasien yaitu :

1. Usia

Menurut Mardini (2002), usia tua lebih puas terhadap pelayanan
kesehatan yang diterima dibandingkan usia muda. Hal ini dikarenakan pasien
lebih tua cenderung lebih menerima dibandingkan dengan pasien yang lebih
muda, dokter dan perawat lebih respon dan perhatian terhadap pasien yang lebih

tua.Mardini juga berpendapat bahwa semakin bertambah usia seseorang akan
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semakin bijaksana dalam menanggapi permasalahan sehingga kekurangan-

kekurangan selama berobat bisa dimaklumi.

2. Tingkat pendidikan

Notoatmodjo (2005), bahwa tingkat pendidikan merupakan salah satu
faktor yang mempengaruhi harapan dan persepsi pasien terhadap pelayanan
kesehatan. Siagian (2000), menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat
pendidikan seseorang semakin besar pula keinginan dan harapannya, maka
tingkat pendidikan yang tinggi akan cenderung menyebabkan tingkat kepuasan
yang rendah sehingga diperlukan pelayanan yang berkualitas tinggi untuk

mendapatkan kepuasan.

3. Pekerjaan

Barata (2006) menyatakan bahwa pekerjaan mempengaruhi tingkat
kepuasan pasien terhadap pelayanan kesehatan yang diterimanya karena orang
yang bekerja lebih menginginkan adanya keseimbangan antara pelayanan yang

diterima dengan biaya yang dikeluarkan.

4. Penghasilan

Barata (2006) yang menyatakan penghasilan menentukan kepuasan, jika
penghasilan yang diperoleh kecil maka kebutuhan pelayanan kesehatan yang

diperoleh lebih sedikit.

5. Jarak

Husin (2004), menyatakan seseorang yang bertempat tinggal jauh dari

fasilitas pelayanan kesehatan cenderung untuk tidak puas dibandingkan dengan
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yang bertempat tinggal dekat. Upaya yang ditempuh untuk mencapai fasilitas
pelayanan kesehatan jika tidak sebanding dengan pelayanan yang diberikan

akan menimbulkan ketidakpuasan pada pasien.

Penilaian kualitas pelayanan dikaitkan dengan kepuasan pasien dengan

berfokus pada aspek fungsi dari proses pelayanan (Supranto, 2001), yaitu :

1. Tangibles (Wujud nyata)

Merupakan wujud langsung yang meliputi fasilitas fisik, yang mencakup
kemutahiran peralatan yang digunakan, kondisi sarana, kondisi SDM perusahaan

dan keselarasan antara fasilitas fisik dengan jenis jasa yang diberikan.

2. Reliability (Kepercayaan)

Pelayanan yang disajikan dengan segera dan memuaskan dan
merupakan aspek — aspek keandalan system pelayanan yang diberikan oleh
pemberi jasa yang meliputi kesesuaian pelaksanaan pelayanan dengan rencana,
kepedulian perusahaan kepada permasalahan yang dialami pasien, keandalan
penyampaian jasa sejak awal, ketepatan waktu pelayanan sesuai dengan janji

yang diberikan keakuratan penanganan.

3. Responsiveness (Daya Tanggap)

Keinginan untuk membantu dan menyediakan jasa yang dibutuhkan
konsumen. Hal ini meliputi kejelasan informasi waktu penyampaian jasa,
ketepatan dan kecepatan dalam pelayanan administrasi, kesediaan pegawai
dalam membantu konsumen, keluangan waktu pegawai dalam menanggapi

permintaan pasien dengancepat.
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4, Assurance (Jaminan)

Adanya jaminan bahwa jasa yang ditawarkan memberikan jaminan
keamanan yang meliputi kemampuan SDM, rasa aman selama berurusan

dengan karyawan, kesabaran karyawan, dukungan pimpinan terhadap staf.

5. Empathy (Empati)

Berkaitan dengan memberikan perhatian penuh kepada konsumen yang
meliputi perhatian kepada konsumen, perhatian staf secara pribadi kepada
konsumen, pemahaman akan kebutuhan konsumen, perhatian terhadap
kepentingan konsumen, kesesuaian waktu pelayanan dengan kebutuhan

konsumen.

2.3.3 Mengukur tingkat kepuasan

Kepuasan pelanggan dapat digambarkan dengan suatu sikap pelanggan,
berupa derajat kesukaan (kepuasan) dan ketidaksukaan (ketidakpuasan)

pelanggan terhadap pelayanan yang pernah dirasakan sebelumnya.

Menurut Kotler (2007), ada beberapa macam metode dalam pengukuran

kepuasan pelanggan :

a. Sistem keluhan dan saran

Organisasi yang berorientasi pada pelanggan (customer oriented)
memberikan kesempatan yang luas kepada para pelangganya untuk
menyampaikan keluhan dan saran. Misalnya dengan menyediakan kotak saran,

kartu komentar, dan hubungan telefon langsung dengan pelanggan.
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b. Ghost shopping (Pelanggan Bayangan)

Mempekerjakan beberapa orang untuk berperan atau bersikap sebagai
pembeli potensial, kemudian melaporkan temuanya mengenai kekuatan dan

kelemahan produk perusahaan dan pesaing berdasarkan pengalaman mereka.

c. Lost customer analysis (Analisis Pelanggan yang Hilang)

Perusahaan seyogyanya menghubungi para pelanggan yang telah

berhenti membeli agar dapat memahami mengapa hal itu terjadi.

d. Survei kepuasan pelanggan

Penelitian survey dapat melalui pos, telepon dan wawancara langsung.
Responden juga dapat diminta untuk mengurutkan berbagai elemen penawaran
berdasarkan derajat pentingnya setiap elemen dan seberapa baik perusahaan
dalam masing-masing elemen. Melalui survey perusahaan akan memperoleh
tanggapan dan umpan balik secara langsung dari pelanggan dan juga
memberikan tanda positif bahwa perusahaan menaruh perhatian terhadap para

pelanggannya.

2.3.4 Klasifikasi kepuasan

Menurut Nursalam (2003), untuk mengetahui tingkat kepuasan pelanggan
dapat diklasifikasikan dalam beberapa tingkatan, sebagai berikut: sangat tidak
memuaskan (1), tidak memuaskan (2), cukup memuaskan (3), memuaskan (4),
sangat memuaskan (5). Pasien akan merasa sangat tidak puas apabila hasil
pelayanan yang didapatkan pasien jauh dibawah harapannya, jika hasil
pelayanan yang diberikan belum memenuhi harapan pasien maka pasien akan

merasa tidak puas terhadap pelayanan yang diterima pasien. Pelayanan akan
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cukup memuaskan jika pelayanan yang diberikan sudah memenuhi sebagian
harapan pasien. Pelayanan akan memuaskan apabila pelayanan yang diberikan
sudah memenuhi harapan rata-rata pasien, sedangkan pasien akan merasa
sangat puas apabila pelayanan yang diberikan melebihi apa yang diharapkan
pasien. Klasifikasi tersebut berdasarkan skala likert dimana menurut Sugiyono
(2012) Skala Likert merupakan metode pengukuran yang digunakan untuk
mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau kelompok orang tentang

fenomena sosial.



